
Bisa Laporkan Direksi
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES

pinjaman konsumtif. Kita 
kecolongan, karena kemu- 
dian diketahui peminjam 
konsumtif justru lebih ban- 
yak, dengan tidak melalui 
prosedur yang ada dan se- 
harusnya, sehingga tak her- 
an macet," ungkap Kepala 
Bagian Perekonomian Setda 
Karawang, Sari Nurmasih 
kepada awak media pekan 
lalu.

Bahkan Pemkab Karawang 
sampai hari ini beium juga 
bisa menggeiar RUPS Kin- 
erja, karena beium adan- 
ya laporan pertanggung- 
jawaban (LPJ) kinerja dari 
pejabat direksi yang lama 
tersebut.

"Kita sudah desak terus, 
n am u n  be ium  juga ada 
laporan kinerja yang dia 
berikan sebagai direksi, se- 
jak ia diberhentikan bulan 
Februari lalu. Yang ber- 
sangkutan tidak kooperatif," 
imbuhnya saat itu.

M e n a n g g a p i  p o le m ik  
yang ada di BUMD LKM, 
ahli hukum UBP Karawang, 
Muhammad Gary Gagarin, 
menilai, secara hukum di
reksi tidak boleh bertindak 
melebihi apa yang sudah 
ada dalam anggaran dasar 
perusahaan  dan melam- 
pau i k e te n tu a n  p e ra tu -  
ran perundang-undangan 
yang berlaku. Hal tersebut 
nantinya m en u ru t  Gary, 
dapat dikatakan sebagai 
perbuatan ultra vires atau 
kategori tindakan direksi di 
luar pakem aturan perusa
haan yang memngkinkan 
bisa digugat oleh pemilik 
saham.

Gary menegaskan, kebi- 
jakan yang d ibuat tanpa  
d id a sa r i  o leh  an g g a ran  
dasar, pe ra tu ran  p e r u n 
dang-undangan, serta SOP 
yang ada di PT LKM, Apa- 
bila terjadi kerugian maka 
direksilah yang harus ber-

tanggung jawab sam pai 
dengan harta pribadinya.

"Artinya ketika kesalahan 
direksi dapat dibuktikan, 
secara  o to m atis  direksi 
akan d im in ta i  p e r tan g -  
gungjawaban secara prib- 
adi, hal ini dapat dilihat 
p a d a  UU N o.40 T ah u n  
2007 ten tan g  pe rse ro an  
terbatas,” jelasnya.

S e la in  i tu ,  j ik a  d a r i  
has i l  a u d i t  d i t e m u k a n  
adanya un su r  kesalahan 
dan m em baw a kerugian 
t e r h a d a p  p e r u s a h a a n ,  
maka secara hukum  p e 
m ilik  m o d a l  d a lam  hal 
ini pem erin tah  d ae rah — 
pemkab dan pemdaprov, 
memiliki hak untuk  me- 
lapo rkan  kepada  apara t  
p e n e g a k  h u k u m  (APH) 
agar d i lak u k an  penyel-  
edikan terhadap temuan- 
tem uan yang ada.

"Kredit macet yang saat 
ini terjadi, itu dapa t di- 
duga tidak dijalankannya 
analisis risiko yang benar, 
sehingga kredit macet itu 
terjadi, apalagi jika jum- 
lahnya m elebihi dari 50 
persen,” ungkapnya.

Gary menambahkan, jika 
memang ada bukti aliran 
dana PT. LKM kepada PNS 
dan anggota dewan yang 
macet, maka pem erintah 
d a e ra h  d a p a t  m e m in ta  
p e n d a m p in g a n  k e p a d a  
kejaksaan sebagai upaya 
penyehatan perusahaan.

" P e m e r in t a h  s e b a g a i  
ow ner ha rus  serius me- 
nangani persoalan ini, ka
rena uang yang digelon- 
torkan bukan  uang  yang 
se d ik i t .  S eb ag a i  s u a tu  
p e r s e ro a n  te rb a ta s ,  se- 
harusnya dikelola secara 
p r o f e s io n a l  d a n  t id a k  
boleh adanya conflict of 
interest dalam pengelolaan 
perusahaan,'’’tandasnya.

Gary juga m enuturkan ,

terkait penyertaan modal 
sebesar kurang lebih Rp. 
2,6 M iliar yang d ikucur 
p e m e r in ta h  k ep ad a  PT 
LKM Karawang, dikatakan 
Gary, bukan lah  langkah 
yang tepat. Pasalnya, pe
ru sah aan  plat m erah ini 
sedang dalam kondisi tidak 
sehat.

"D an Pem kab sebagai 
pemilik modal juga harus 
m en g am b il  langkah  te- 
gas kepada direksi yang 
lama, karena dasar dari 
LPJ tersebut akan sangat 
menentukan arah pengelo
laan perusahaan selama ini 
seperti apa," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, 
saat ini rapat um um  pe- 
m eg an g  sah a m  (RUPS) 
pertanggungjaw aban ki
nerja direksi LKM beium 
digelar. Uang tagihan m a
cet pun jum lahnya mili- 
aran. Dengan tanpa direksi 
tetap, beium ada laporan 
resmi melalui forum RUPS, 
serta kondisi yang hampir 
pailit, publik dibuat bin- 
gung kucuran modal Rp 
2,65 miliar akan diperun- 
tukan untuk apa, dan apa 
yang akan d id ap a t  oleh 
P em kab K arawang dari 
penanaman modal itu.

Diduga kengototan Pem
kab Karawang mengucur 
suntikan modal ini sekada 
m engejar target penyer
taan modal di RPJMD yak- 
ni sebasar Rp 10, 5 miliar 
selama lima tahun. Namun 
di sisi lain, efektivitas dan 
timbal baliknya tak per- 
n ah  d ip erh itu n g k an .  Di 
sisi lain, beium  lama ini 
Asosiasi Pedagang  Kaki 
Lima Indonesia  (APKLI) 
Karawang m e lau i  pem - 
b inanya, Nurhali,  m en- 
gaku sejauh ini beium ada 
sama sekali pedagang atau 
UMKM di baw ah APKI.I 
yang m en d ap a t  ban tuan  
permodalan dari PT LKM. 
(bbs/m hs)


